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ABSTRACT

The default dispute between a landowner and the State Assets and Auction Service Office
(KPKNL) reflects the complexity of legal relations in state asset management. This study
aims to analyze the judge’s legal considerations, the implications of the decision, and the
effectiveness of legal protection for the landowner. The method applied is normative
juridical with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings reveal that
the judge based the considerations on the Civil Code and auction regulations, KPKNL was
proven to have committed default by auctioning disputed land, and the court’s decision
provided repressive legal protection through compensation and annulment of the auction.
These results emphasize the importance of applying justice, legal certainty, and
transparency in the management of state asset auctions. The study implies the need for
regulatory improvements and greater accountability of KPKNL to minimize similar
disputes in the future.

Keywords: Default, KPKNL, Legal Protection, Court Decision

ABSTRAK

Sengketa wanprestasi antara pemilik tanah dan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) menunjukkan kompleksitas hubungan hukum dalam
pengelolaan aset negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan
hukum hakim, implikasi putusan, dan efektivitas perlindungan hukum bagi
pemilik tanah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangan pada KUHPerdata dan
peraturan teknis lelang, KPKNL dinyatakan melakukan wanprestasi karena
melelang tanah yang masih bersengketa, serta putusan pengadilan memberikan
perlindungan hukum repressif berupa ganti rugi dan pembatalan lelang. Temuan
ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan
transparansi dalam pengelolaan lelang aset negara. Penelitian ini berimplikasi pada
perlunya perbaikan regulasi dan peningkatan akuntabilitas KPKNL agar sengketa
serupa dapat diminimalisasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, KPKNL, Perlindungan Hukum, Putusan Pengadilan
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PENDAHULUAN

Negara hukum modern menempatkan supremasi hukum sebagai fondasi
dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam
pengelolaan aset negara. Dalam konteks Indonesia, fungsi ini diemban oleh Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai representasi negara
dalam mengelola dan melelang aset milik negara. Keberadaan KPKNL berada di
bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dengan
mandat utama untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta menjamin
kepastian hukum dalam proses lelang aset negara. Namun, meskipun telah ada
regulasi yang mengatur secara komprehensif, praktik pengelolaan aset kerap
menghadapi berbagai tantangan hukum yang melibatkan kepentingan negara dan
masyarakat sipil (Alves & Moreira, 2022).

Dalam praktiknya, penyelenggaraan lelang aset negara tidak jarang
menimbulkan sengketa hukum antara KPKNL dan pihak ketiga, khususnya
pemilik tanah atau pihak lain yang merasa haknya terlanggar. Sengketa ini
biasanya muncul akibat ketidakjelasan status hukum objek lelang atau
ketidaksesuaian prosedur administrasi yang seharusnya dijalankan. Situasi
tersebut berpotensi menimbulkan wanprestasi, di mana salah satu pihak dianggap
lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian atau
peraturan perundang-undangan. Kasus wanprestasi tidak hanya berimplikasi
pada kerugian material, tetapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan publik
terhadap integritas institusi negara (Yunus & Rahman, 2023).

Secara teoritis, wanprestasi dipahami sebagai bentuk pelanggaran
kontraktual yang terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya
secara penuh atau tepat waktu. Pasal 1234 KUHPerdata menegaskan bahwa
wanprestasi mencakup ketidakmampuan untuk menyerahkan sesuatu, melakukan
sesuatu, atau menahan diri dari suatu tindakan sebagaimana diperjanjikan. Dalam
literatur hukum internasional, wanprestasi juga sering dipandang sebagai
pelanggaran terhadap asas pacta sunt servanda yang menjadi prinsip fundamental
dalam hukum kontrak (Cartwright, 2021). Oleh karena itu, memahami
wanprestasi dalam konteks hukum publik dan privat sekaligus menjadi tantangan
tersendiri ketika institusi pemerintah, seperti KPKNL, terlibat dalam sengketa
hukum.

Salah satu kasus penting yang merefleksikan kompleksitas ini adalah
Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 53/Pdt./2019/PN.SRG, di mana
pemilik tanah menggugat KPKNL atas dugaan wanprestasi dalam pelaksanaan
lelang aset. Gugatan ini diajukan karena objek lelang yang dilepas ternyata masih
dalam sengketa, sehingga merugikan pemilik tanah. Perkara tersebut menegaskan
adanya problematika serius terkait profesionalitas, transparansi, serta kepastian
hukum dalam penyelenggaraan lelang oleh KPKNL. Studi kasus semacam ini
menjadi relevan untuk dianalisis karena menyangkut legitimasi negara dalam
menjamin keadilan bagi warganya (Suarez & Gomez, 2020).

Analisis terhadap putusan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan
yuridis krusial, seperti: apakah tindakan KPKNL dapat dikategorikan sebagai
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wanprestasi? bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum KPKNL dalam
kapasitasnya sebagai institusi negara? dan sejauh mana perlindungan hukum
dapat diberikan kepada pemilik tanah dalam menghadapi instansi pemerintah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga
memiliki signifikansi praktis dalam rangka penyempurnaan regulasi dan
penguatan akuntabilitas kelembagaan negara. Beberapa studi internasional juga
menekankan pentingnya perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan
publik dan kepentingan individu dalam konteks pengelolaan aset negara
(Merryman & Pérez-Perdomo, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim
dalam memutus perkara wanprestasi antara pemilik tanah dan KPKNL Serang,
mengidentifikasi implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap hubungan
hukum antara warga negara dan instansi pemerintah, serta mengevaluasi
efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik tanah. Dengan
menggunakan Putusan Nomor 53/Pdt./2019/PN.SRG sebagai studi kasus,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam
penguatan sistem hukum, khususnya terkait mekanisme lelang aset negara di
Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan
studi kasus untuk menganalisis aspek hukum dalam sengketa wanprestasi antara
pemilik tanah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Serang, yang berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor
53/Pdt./2019/PN.SRG. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk
menelaah norma hukum yang relevan, termasuk KUHPerdata, Peraturan Menteri
Keuangan No. 27/PMK.06/2016, dan peraturan terkait pengelolaan aset negara;
sedangkan pendekatan konseptual memanfaatkan teori wanprestasi, asas pacta
sunt servanda, dan prinsip keadilan hukum sebagai kerangka analisis. Data primer
diperoleh dari dokumen putusan pengadilan, sedangkan data sekunder bersumber
dari literatur, jurnal hukum internasional, serta regulasi yang berlaku. Seluruh data
dianalisis secara kualitatif untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim dengan
prinsip hukum, implikasi putusan terhadap perlindungan hak pemilik tanah, serta
relevansinya bagi praktik lelang aset negara di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Umum  Putusan  Pengadilan = Negeri  Serang  Nomor
53/Pdt,/2019/PN.SRG

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 53/Pdt./2019/PN.SRG
merupakan hasil dari sengketa perdata antara pemilik tanah dan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang. Sengketa ini bermula ketika
KPKNL melakukan lelang terhadap objek tanah yang masih dalam status sengketa
atau belum diselesaikan hak hukumnya. Pemilik tanah menggugat KPKNL atas
dasar bahwa tindakan tersebut merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip
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kepastian hukum serta transparansi. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Serang

mempertimbangkan beberapa aspek yuridis, termasuk:

1. Apakah objek lelang benar-benar bebas dari sengketa dan hak pihak ketiga?
Prinsip utama dalam proses lelang adalah objek lelang harus bebas dari

sengketa dan hak-hak pihak ketiga. Dalam kasus ini, pengadilan menemukan fakta
bahwa objek lelang ternyata masih dalam sengketa dan belum memiliki keputusan
hukum yang final dan mengikat. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam
putusan karena KPKNL diwajibkan untuk memastikan bahwa objek lelang bebas
dari klaim hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan No.
27/PMK.06/2016 tentang Teknis Pelaksanaan Lelang.

2. Apakah KPKNL telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan
informasi yang lengkap kepada calon pembeli?

Salah satu kewajiban KPKNL sebagai instansi pelaksana lelang adalah
memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada calon pembeli. Informasi ini
mencakup status hukum objek lelang, risiko hukum yang mungkin timbul, serta
riwayat kepemilikan tanah. Namun dalam kasus ini, KPKNL dinilai tidak
memenuhi kewajibannya karena tidak menyebutkan adanya sengketa atau klaim
atas tanah tersebut dalam pengumuman lelang. Ketidaktransparansian ini
dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum bagi
warga negara.

3. Apakah tindakan KPKNL dapat dikategorikan sebagai wanprestasi
berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)?

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak
sepenuhnya memenuhi prestasi yang dijanjikan dalam suatu perjanjian. Meskipun
KPKNL bukan pihak dalam suatu perjanjian langsung dengan pemilik tanah,
hubungan hukum tetap terbentuk karena kewajiban hukum KPKNL untuk
menjaga prinsip kepastian hukum dan transparansi dalam proses lelang.
Pengadilan menyimpulkan bahwa tindakan KPKNL melelang tanah yang masih
dalam sengketa merupakan bentuk wanprestasi karena instansi tersebut gagal
memenuhi kewajibannya untuk memastikan objek lelang bebas dari sengketa.

4. Bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pemilik tanah dalam
konteks hubungan hukum antara warga negara dan instansi pemerintah?
Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dalam

menghadapi tindakan instansi pemerintah yang dinilai merugikan. Dalam putusan
ini, pengadilan menegaskan bahwa meskipun KPKNL adalah instansi pemerintah,
ia tetap diwajibkan untuk menjunjung tinggi prinsip due process of law dan hak-
hak warga negara. Oleh karena itu, pemilik tanah berhak mendapatkan ganti rugi
atas kerugian yang dialami akibat pelaksanaan lelang yang tidak sesuai aturan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri
Serang memutuskan bahwa gugatan pemilik tanah dapat diterima. Hakim
menyatakan bahwa KPKNL terbukti melakukan wanprestasi karena gagal
memenuhi kewajibannya untuk memastikan objek lelang bebas dari sengketa.
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Sebagai konsekuensi hukum, KPKNL diwajibkan untuk membayar ganti rugi
kepada pemilik tanah dan hasil lelang dibatalkan.

Putusan ini menjadi penting dalam rangka memberikan perlindungan
hukum kepada pemilik tanah dalam sengketa hasil lelang. Selain itu, putusan ini
juga menjadi preseden hukum yang relevan dalam penyelesaian sengketa serupa di
masa depan, terutama dalam konteks hubungan hukum antara warga negara dan
instansi pemerintah seperti KPKNL.

Dengan adanya putusan ini, diharapkan KPKNL dan instansi lelang lainnya
akan lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya, serta senantiasa menjunjung
tinggi prinsip perlindungan hukum bagi warga negara. Proses lelang aset negara
harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kepastian
hukum agar tidak menimbulkan sengketa yang merugikan para pihak.

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan
1. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 53/Pdt./2019/PN.SRG,
hakim memberikan pertimbangan hukum yang cukup mendalam terkait sengketa
antara pemilik tanah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Serang. Dalam hal ini, hakim menyatakan bahwa KPKNL memiliki kewajiban
hukum untuk memastikan bahwa objek lelang benar-benar bebas dari sengketa
sebelum dilelang kepada umum.

Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.
27/PMK.06/2016 tentang Teknis Pelaksanaan Lelang, khususnya Pasal 5 ayat (1)
huruf a yang menyebutkan bahwa instansi pelaksana lelang wajib melakukan
pemeriksaan dan verifikasi terhadap status hukum objek lelang. Verifikasi tersebut
harus mencakup riwayat kepemilikan, sertifikat tanah, serta catatan hukum
mengenai kemungkinan adanya klaim atau sengketa dari pihak ketiga.

Namun dalam kasus ini, KPKNL dinilai tidak memenuhi kewajibannya
tersebut. Objek lelang ternyata masih dalam sengketa dan belum diselesaikan
secara hukum oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa KPKNL bertindak
gegabah dalam melaksanakan proses lelang tanpa memperhatikan prinsip
kepastian hukum dan transparansi. Tindakan tersebut dianggap melanggar prinsip
pacta sunt servanda, yaitu prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang mewajibkan
para pihak untuk melaksanakan prestasi dengan itikad baik sesuai apa yang telah
diperjanjikan.

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak
sepenuhnya memenuhi prestasi yang dijanjikan dalam suatu perjanjian. Meskipun
KPKNL adalah instansi pemerintah, ia tetap dianggap sebagai subjek hukum yang
memiliki kewajiban untuk menjaga prinsip kepastian hukum dalam setiap
pelaksanaan tugasnya, termasuk dalam proses lelang aset negara.

Pertimbangan hukum hakim menegaskan bahwa hubungan antara KPKNL
dan pemilik tanah dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum perdata,
meskipun dilakukan oleh instansi publik. Oleh karena itu, jika KPKNL gagal
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memenuhi kewajibannya untuk memastikan objek lelang bebas dari sengketa,
maka instansi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian
yang dialami oleh pemilik tanah. Putusan ini menjadi penting sebagai bentuk
perlindungan hukum bagi warga negara terhadap potensi penyalahgunaan
wewenang oleh instansi pemerintah.

2. Implikasi Hukum Wanprestasi

Sebagai konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukan oleh KPKNL,
pengadilan memutuskan bahwa instansi tersebut harus bertanggung jawab atas
segala bentuk kerugian yang dialami oleh pemilik tanah. Tanggung jawab hukum
ini berdasarkan pada prinsip rechtsverwachting (harapan hukum) yang melekat
pada setiap individu untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan-
tindakan yang merugikan, termasuk dari instansi pemerintah.

Selain itu, pengadilan juga memerintahkan agar hasil lelang dibatalkan dan
objek tanah dikembalikan kepada pemilik yang sah. Putusan ini sejalan dengan
prinsip hukum perdata yang menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan
wanprestasi harus bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang timbul,
termasuk dalam hubungan hukum antara warga negara dan instansi pemerintah.

Putusan pembatalan lelang ini juga menjadi bagian dari upaya pemulihan
hak-hak pemilik tanah, baik secara materiil maupun immateriil. Selain itu, putusan
ini memberikan efek jera kepada KPKNL agar lebih hati-hati dalam melaksanakan
tugasnya di masa depan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
proses lelang aset negara.

3. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 53/Pdt./2019/PN.SRG menjadi
preseden hukum penting dalam pemberian perlindungan hukum kepada pemilik
tanah dalam sengketa hasil lelang. Hakim menegaskan bahwa meskipun KPKNL
adalah instansi pemerintah, instansi tersebut tidak boleh bertindak sewenang-
wenang dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip due process of law harus tetap
dijunjung tinggi agar hak-hak warga negara tidak dilanggar. Perlindungan hukum
bagi pemilik tanah mencakup beberapa aspek penting:

a. Hak atas Informasi yang Benar: Pemilik tanah berhak mendapatkan
informasi yang jelas dan lengkap mengenai rencana lelang atas objek tanah
yang bersengketa. KPKNL wajib memberikan pemberitahuan tertulis
kepada pemilik tanah sebelum proses lelang dilaksanakan.

b. Hak untuk Didengar: Jika ada klaim atas objek lelang, KPKNL wajib
memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk menyampaikan
alasan mengapa objek tersebut tidak boleh dilelang. Hak ini mencerminkan
prinsip due process of law dalam sistem hukum Indonesia.

c. Hak atas Ganti Rugi: Apabila pemilik tanah mengalami kerugian akibat
pelaksanaan lelang yang tidak sesuai aturan, ia berhak menuntut ganti rugi.
Ganti rugi mencakup biaya administratif, kerugian ekonomis, dan kerugian
immateriil.

d. Hak atas Keamanan Hukum: Proses lelang tidak boleh dilakukan secara
sepihak atau tanpa memperhatikan status hukum objek. KPKNL wajib
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memastikan bahwa objek lelang benar-benar bebas dari sengketa dan hak
pihak lain sebelum melelangnya.

Putusan ini menjadi penting sebagai referensi dalam penyelesaian sengketa
serupa di masa depan. Selain itu, putusan ini juga memberikan pesan kuat bahwa
instansi pemerintah tidak kebal hukum dan tetap dapat dimintai
pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan warga negara.

Dengan adanya putusan ini, diharapkan KPKNL dan instansi lelang lainnya
akan lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya, serta senantiasa menjunjung
tinggi prinsip perlindungan hukum bagi warga negara. Reformasi regulasi dan
peningkatan kapasitas SDM dilingkungan KPKNL juga menjadi penting untuk
mencegah terjadinya wanprestasi atau pelanggaran hukum dalam proses lelang
dimasa mendatang.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Pengadilan

Dalam menetapkan putusan atas sengketa wanprestasi antara pemilik tanah
dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, pengadilan
mempertimbangkan beberapa faktor hukum yang saling berkaitan. Faktor-faktor
tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga melibatkan aspek yuridis, moral,
serta relevansi dengan doktrin hukum yang berlaku.

1. Ketidakpatuhan KPKNL terhadap Regulasi

Salah satu pertimbangan utama dalam putusan ini adalah ketidakpatuhan
KPKNL terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur proses
lelang aset negara. Dalam hal ini, KPKNL diwajibkan untuk memastikan bahwa
objek lelang benar-benar bebas dari sengketa, hak pihak ketiga, atau tuntutan
hukum lainnya sebelum dilelang kepada publik. Hal ini sesuai dengan ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang
Teknis Pelaksanaan Lelang.

Namun dalam kasus ini, KPKNL gagal melakukan verifikasi yang memadai
terhadap status hukum objek lelang. Akibatnya, tanah yang masih dalam sengketa
dilelang dan dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga menyebabkan konflik hukum
dan kerugian bagi pemilik tanah yang sah. Pengadilan menilai bahwa tindakan ini
merupakan bentuk pelanggaran kewajiban hukum oleh KPKNL, yang secara
langsung membuka peluang gugatan wanprestasi.

2. Kerugian yang Nyata Dialami oleh Pemilik Tanah

Faktor kedua yang menjadi dasar putusan pengadilan adalah adanya bukti
kuat bahwa pemilik tanah mengalami kerugian materiill maupun immateriil
sebagai akibat langsung dari pelaksanaan lelang yang tidak sesuai aturan.
Kerugian materiil meliputi hilangnya nilai ekonomis tanah, biaya administrasi
surat-surat tanah, serta potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh jika tanah
tersebut tetap dalam kepemilikan. Sementara itu, kerugian immateriil mencakup
penderitaan batin, gangguan psikologis, serta hilangnya rasa aman dan kepastian
hukum atas kepemilikan tanah yang selama ini dimiliki.
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Hakim menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum yang mengakibatkan
kerugian harus diiringi dengan upaya pemulihan dan pertanggungjawaban hukum
dari pihak yang bersalah. Oleh karena itu, pengadilan memberikan perlindungan
hukum kepada pemilik tanah dengan memutuskan agar hasil lelang dibatalkan
dan objek tanah dikembalikan kepada pemilik yang sah.

3. Adanya Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

Putusan pengadilan juga didasarkan pada prinsip-prinsip hukum universal
seperti keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Meskipun KPKNL adalah
instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset negara, ia
tetap wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pelaksanaan tugasnya.
Hakim menekankan bahwa proses lelang tidak boleh dilakukan secara sepihak
atau mengabaikan hak-hak warga negara, terlebih jika objek lelang masih dalam
status sengketa.

Prinsip pacta sunt servanda yang menegaskan bahwa segala janji atau
kewajiban hukum harus dipenuhi dengan itikad baik juga menjadi bagian penting
dari pertimbangan hukum dalam kasus ini. Pengadilan menilai bahwa KPKNL
telah melanggar prinsip tersebut dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk
memastikan objek lelang bebas dari sengketa.

4. Relevansi dengan Doktrin Hukum yang Berlaku

Putusan ini sejalan dengan doktrin hukum yang berlaku, baik dalam
kerangka hukum perdata maupun hukum administrasi negara. Dalam konteks
hukum perdata, putusan ini merefleksikan penerapan Pasal 1234 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur mengenai wanprestasi.
Sementara itu, dalam konteks hukum administrasi negara, putusan ini menegaskan
bahwa instansi pemerintah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas
tindakan-tindakan yang merugikan warga negara.

Rekomendasi Hukum

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Serang Nomor 53/Pdt./2019/PN.SRG, terdapat beberapa kelemahan struktural
dan operasional dalam pelaksanaan lelang aset negara yang dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini membuka ruang bagi
sengketa hukum dan kerugian bagi pemilik tanah atau pihak ketiga yang memiliki
hak atas objek lelang. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi
pemilik tanah dalam sengketa wanprestasi dengan instansi pemerintah seperti
KPKNL
1. Verifikasi Objek Lelang yang Lebih Ketat

Proses verifikasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk
mencegah potensi sengketa setelah lelang dilaksanakan. Dengan memastikan
bahwa objek lelang benar-benar bebas dari sengketa dan jaminan hukum, KPKNL
dapat menghindari tindakan wanprestasi serta menjaga prinsip pacta sunt
servanda.
2. Transparansi Informasi
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KPKNL wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada calon
pembeli maupun pemilik tanah mengenai status hukum objek lelang. Informasi
tersebut meliputi:

a. Lokasi dan luas objek lelang,
b. Harga limit dan biaya tambahan,
c. Riwayat hukum dan risiko yang mungkin timbul.

Publikasi informasi lelang juga harus dilakukan secara luas melalui media
cetak maupun elektronik agar semua pihak memiliki akses yang sama terhadap
informasi. Dengan transparansi yang baik, KPKNL dapat mencegah
kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses lelang.

Relevansi Putusan dengan Doktrin Hukum yang Berlaku

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 53/Pdt./2019/PN.SRG memiliki
relevansi yang sangat signifikan dengan berbagai doktrin hukum yang berlaku,
terutama dalam konteks hubungan hukum antara warga negara dan instansi
pemerintah seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Meskipun KPKNL merupakan bagian dari aparatur negara yang menjalankan
fungsi administratif, putusan ini menegaskan bahwa instansi tersebut tetap
dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk bertindak secara
profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Salah satu doktrin hukum yang menjadi dasar dalam putusan ini adalah
prinsip pacta sunt servanda, yaitu asas dalam hukum perjanjian yang menyatakan
bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak untuk
melaksanakannya dengan itikad baik. Dalam konteks lelang, meskipun tidak selalu
terdapat bentuk perjanjian eksplisit antara KPKNL dengan pemilik tanah atau
calon pembeli, hubungan hukum tetap terbentuk karena adanya kewajiban
normatif yang melekat pada tugas dan fungsi KPKNL sebagai pelaksana lelang.
Prinsip ini berlaku universal dan tidak hanya terbatas pada hubungan hukum
perdata biasa, tetapi juga mencakup hubungan antara instansi pemerintah dengan
masyarakat luas.

Dalam kasus ini, KPKNL dinilai gagal memenuhi kewajibannya untuk
memastikan bahwa objek lelang benar-benar bebas dari sengketa sebagaimana
diwajibkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Teknis
Pelaksanaan Lelang. Hal ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah tetap dapat
dikategorikan melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya
secara profesional dan sesuai aturan. Oleh karena itu, putusan ini memberikan
preseden penting bahwa prinsip pacta sunt servanda juga berlaku dalam hubungan
hukum publik, di mana instansi pemerintah tetap harus memenuhi janji atau
kewajiban hukumnya dengan itikad baik.

Selain itu, putusan ini juga relevan dengan doktrin tanggung jawab hukum
(aansprakelijkheid), yang menyatakan bahwa setiap pihak yang menimbulkan
kerugian kepada pihak lain harus bertanggung jawab atas ganti rugi. Dalam hal ini,
KPKNL dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemilik
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tanah akibat pelaksanaan lelang yang tidak sesuai prosedur. Hal ini membuktikan
bahwa instansi pemerintah tidak serta-merta kebal hukum dalam hubungan
hukum perdata dan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-
tindakan yang merugikan pihak lain.

Relevansi lainnya terletak pada prinsip due process of law, yaitu hak setiap
orang untuk didengar pendapatnya sebelum suatu tindakan hukum dilakukan
terhadapnya. Putusan pengadilan menegaskan bahwa KPKNL wajib memberikan
kesempatan kepada pemilik tanah untuk menyampaikan klaim atau sanggahan
sebelum objek tanah dilelang. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka tindakan KPKNL
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan
perlindungan hukum.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor
53/Pdt./2019/PN.SRG tidak hanya relevan dengan doktrin-doktrin hukum
tertentu, tetapi juga menjadi contoh nyata penerapan prinsip-prinsip hukum
dalam praktik penyelenggaraan negara. Putusan ini membuktikan bahwa prinsip
kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum bagi warga
negara tetap harus dijunjung tinggi, bahkan dalam tindakan administratif yang
dilakukan oleh instansi pemerintah seperti KPKNL

SIMPULAN

Kesimpulan, KPKNL Serang terbukti melakukan wanprestasi karena
melelang objek tanah yang masih bersengketa, sehingga merugikan pemilik tanah
dan melanggar prinsip kepastian hukum serta asas pacta sunt servanda dalam
KUHPerdata. Pertimbangan hakim yang menekankan pada norma hukum perdata
dan regulasi lelang menunjukkan perlunya penerapan prinsip keadilan substantif,
transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan lelang aset negara.
Putusan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum repressif berupa
pembatalan lelang dan ganti rugi bagi pemilik tanah, tetapi juga menjadi preseden
penting bahwa instansi pemerintah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban
hukum dalam hubungan perdata. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan
pentingnya reformasi regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan agar
KPKNL mampu menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan
berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.
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